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KOMISI PEMILIHAN UMUM  

                                                  KOTA MATARAM 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM  

NOMOR 17 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PADA  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM 

 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM 

 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, disebutkan bahwa penyelenggara 

berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat 

pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan 

penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan; 

  b.  bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas 

petugas pelayanan, kepuasan masyarakat/pengguna 

jasa layanan, serta kinerja dan kualitas layanan secara 

menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat 

Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan 

publik; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Mataram tentang Penetapan Maklumat Pelayanan 

Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 

  2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 

  3.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
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  5.  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010–2025; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

  7.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); 

  8.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

615); 

  9.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 708); 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 441); 

  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 442). 

  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 786); 
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  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236). 

 

                         MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

MATARAM TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT 

PELAYANAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA MATARAM 

KESATU :  Maklumat Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan 

Umum Kota Mataram adalah: 

"Kami Pimpinan dan Staf pada Komisi Pemilihan Umum 

Kota Mataram menyatakan:" 

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai 

standar pelayanan yang telah ditetapkan; 

2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan; 

3. Apabila tidak menepati janji ini, maka kami siap 

menerima sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEDUA :  Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan 

dipedomani oleh seluruh penyelenggara pelayanan 

publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Mataram. 

KETIGA   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

      Ditetapkan di Mataram. 

      Pada tanggal 22 September 2025 

 

      KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

           KOTA MATARAM, 

 

            ttd. 

 
 

           EDY PUTRAWAN



 

 

 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MATARAM 

NOMOR 17 TAHUN 2025 

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT 

PELAYANAN INFORMASI PADA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM  

 

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI 

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Mataram dalam 

melayani permohonan informasi bersungguh-sungguh untuk: 

1. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang 

berada di bawah kewenangan KPU Kota Mataram kepada pemohon informasi 

publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 

3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk 

mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses 

dengan mudah. 

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan 

teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap 

informasi publik. 

5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, 

efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 

6. Melaksanakan segala ketentuan yang termasuk dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta 

peraturan pendukung lainnya. 

 

 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

              KOTA MATARAM,  

 

                        ttd. 

 

              EDY PUTRAWAN 

 

 


